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MOTTO 

 

“Berbuat adillah karena sesunguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada 

taqwa” (QS Al Maidah : 8) 

 

 

“Hadapilah hidup ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan” 
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Legalitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Non 

Polri Dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya bukan 

hanya menjadi domain atau kewenangan KPK saja, dua lembaga penegak hukum 

yang terlebih dahulu ada yaitu Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki 

kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Polri 

memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak 

pidana korupsi sedangkan Kejaksaan memiliki wewenang yang sama dengan KPK 

yaitu Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan, 

Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, hal ini 

seharusnya merupakan hal yang positif apabila sinergitas antara ketiga institusi 

penegak hukum tadi berjalan dengan baik, akan tetapi dalam kenyataannya dalam 

beberapa kesempatan terdapat friksi atau gesekan antara lembaga penegakan 

hukum baik antara Kejaksaan dengan Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK ataupun 

KPK dengan Kepolisian.  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis legalitas penyidik 

Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan 

perkara tindak pidana korupsi. Mengetahui dan menganalisis upaya yang 

dilakukan untuk memperkuat kedudukan penyidik Komisi Pemberantasan 

Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi. 

Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum doktrinal. Ditinjau dari 

sifat penelitian, maka penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian yang 

bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas penyidik Komisi Pemberantasan 

Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi 

tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena 

berlaku asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis diantara kedua peraturan 

perundang-undangan tersebut yaitu KUHAP dan Undang-Undang No. 30 Tahun 

2002. Upaya yang dilakukan untuk memperkuat kedudukan penyidik Komisi 

Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak 

pidana korupsi antara lain: melakukan revisi terhadap undang-undang Komisi 

Pemberantasan Korupsi, untuk kebutuhan mendesak Presiden harus mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). 

Kata kunci : Legalitas, Penyidikan, Korupsi.  



viii 
 

ABSTRACT 

 

Law enforcement against corruption in Indonesia is not only the domain or the 

authority of the Commission alone, the two law enforcement agencies in advance 

there is the Police and the Attorney General also has the authority in law 

enforcement against corruption. Police have the authority to conduct 

investigations and inquiries on corruption while Attorney equal authority with the 

Commission that the Prosecutor has the authority to conduct investigations, 

investigation and prosecution of corruption cases, it should be a positive thing if 

the synergy between the three enforcement agencies the law was going well, but 

in fact in some instances there is friction between law enforcement agencies both 

among Attorney with the police, judiciary by the Commission or KPK with the 

Police. The purpose of this study was to determine and analyze the legality of the 

Corruption Eradication Commission non national police and prosecutors in the 

investigation of corruption cases. Know and analyze the efforts made to 

strengthen the position of the Corruption Eradication Commission non national 

police and prosecutors in the investigation of corruption cases.. 

This research is based on the type of doctrinal legal research. Judging from the 

nature of the research, the research is classified in the category of descriptive 

research. This research approach is done by statute approach, case approach, 

historical approach, comparative approach, and conceptual approach. 

The results showed that legality KPK investigators non national police and 

prosecutors in the investigation of corruption cases do not conflict with the Code 

of Criminal Procedure, because it applies the principle of Lex Specialist 

Generalists derogate legi between the two legislations namely the Criminal 

Procedure Code and Law No. 30 of 2002. Efforts are underway to strengthen the 

position of the Corruption Eradication Commission non national police and 

prosecutors in the investigation of corruption cases, among others: revise the law 

Corruption Eradication Commission, to the urgent need President must issue a 

Government Regulation in PERPU. 

 

Key words: Legality, Investigation, Corruption. 

 

 


